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 RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN 

 

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahunan Audited Tahun 

2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan 

berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di 

lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 

 
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara 

anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-

LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 

2025. Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah 

berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.3.931.432,- atau 

mencapai 132,37 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 

2.970.000,- . Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah 

sebesar Rp.10.380.116.680,- atau mencapai 98,94 persen dari alokasi 

anggaran sebesar Rp.10.491.074.000,- 

 
 NERACA 

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, 

dan ekuitas  pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 

dicatat dan disajikan sebesar Rp.48.403.098.497,- yang terdiri dari: Aset 

Lancar sebesar Rp.13.851.550,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar 

Rp.0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.48.389.246.947,-; dan Aset Lainnya 

(neto) sebesar Rp.0,-Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar 

Rp.1.247.547.705,- dan Rp.47.155.550.792,- 

 
 LAPORAN OPERASIONAL  

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, 

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, 

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan  surplus/defisit-

LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk 
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periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.2.293.352,- 

sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar 

Rp.11.771.282.943,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional  

senilai Rp.(11.768.989.591,-). Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit 

Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp.8.201.120,-) dan sebesar 

Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.(11.777.190.711,-). 

 

 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau 

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar 

Rp.48.472.985.255,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(11.777.190.711,-) 

ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan Transaksi Antar Entitas 

sebesar Rp.10.459.756.248,- sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 

Desember 2025 adalah senilai Rp.47.155.550.792,-.  

 

 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang 

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang 

disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, 

dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah 

penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar 

Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang 

diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. 

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan 

berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan 

Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahunan Audited Tahun 2025 disusun 

dan disajikan dengan basis akrual. 
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I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024 
( dalam satuan Rupiah) 

 
 
 

Uraian 

 
Cat 

Th 2025 Th 2024 
Anggaran Realisasi Realisasi di 

Atas 
(Di Bawah) 

% Realisasi 

Pendapatan 
Negara dan Hibah 

Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak 

B.1 
 
 
B.1 

 
 
 

2.970.000 

 
 
 

3.931.432 

 
 
 

961.432 

 
 
 

132,37 

 
 
 

2.969.808 

Jumlah 
Pendapatan dan 
Hibah 

 2.970.000 3.931.432 961.432 132,37 2.969.808 

Belanja 
Belanja Pegawai 
Belanja Barang 
Belanja Modal 

B.2 
B.2 
B.2 
B.2 

 
9.118.494.000 
1.172.080.000 

200.500.000 

 
9.007.701.054 
1.171.927.086 

200.488.540 

 
(110.792.946) 

(152.914) 
(11.460) 

 
98,78 
99,99 
99,99 

 
8.801.377.836 
1.360.829.286 

- 
Jumlah Belanja   10.491.074.000 10.380.116.680 (110.957.320) 98,94 10.162.207.122 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Laporan Keuangan 
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II. NERACA  
 

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 
NERACA 

PER 31 DESEMBER 2025 dan 2024 
(dalam satuan Rupiah) 

CATATAN 2025 2024

C.1
Kas di Bendahara Pengeluaran C.1.1 -                                 -                                    
Kas di Bendahara Penerimaan C.1.2 -                                 -                                    
Kas Lainnya dan Setara Kas C.1.3 -                                 -                                    
Piutang Bukan Pajak C.1.4 -                                 -                                    
Bagian Lancar TP/TGR C.1.5 -                                 -                                    
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran C.1.6 -                                 -                                    
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar C.1.7 -                                 -                                    
Belanja Dibayar di Muka C.1.8 -                                 -                                    
Pendapatan yang Masih harus Diterima C.1.9 -                                 -                                    
Persediaan C.1.10 13.851.550             12.522.900                
Jumlah Aset Lancar 13.851.550             12.522.900                

C.2
Tanah C.2.1 43.029.069.000     43.029.069.000        
Peralatan dan Mesin C.2.2 3.888.621.538       3.668.761.998          
Gedung dan Bangunan C.2.3 6.372.977.000       6.310.477.000          
Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.2.4 -                                 -                                    
Aset Tetap Lainnya C.2.5 26.168.479             26.168.479                
Konstruksi dalam pengerjaan C.2.6 -                                 -                                    
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.2.7 (4.927.589.070)      (4.577.694.464)        
Jumlah Aset Tetap 48.389.246.947     48.456.782.013        

C.3
Tagihan TP/TGR C.3.1 -                                 -                                    
Tagihan Penjualan Angsuran C.3.2 -                                 -                                    
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang C.3.3 -                                 -                                    
Jumlah Piutang Jangka Panjang -                                 -                                    

ASET LAINNYA C.4
Dana yang dibatasi Penggunaannya C.4.1 -                                 16.000.000                
Aset Lain-Lain C.4.2 -                                 103.475.500              
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.4.3 -                                 (93.636.300)              
Jumlah Aset Lainnya -                                 25.839.200                

JUMLAH ASET 48.403.098.497     48.495.144.113        

C.5
Uang Muka dari KPPN C.5.1 -                                 -                                    
Utang kepada Pihak Ketiga C.5.2 1.247.547.705       22.158.858                
Pendapatan Diterima di Muka C.5.3 -                                 -                                    
Beban yang Masih Harus Dibayar C.5.4 -                                 -                                    
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 1.247.547.705       22.158.858                

1.247.547.705       22.158.858                
C.6 -                                 -                                    

Ekuitas C.6.1 47.155.550.792     48.472.985.255        
JUMLAH EKUITAS 47.155.550.792     48.472.985.255        

48.403.098.497     48.495.144.113        

URAIAN
ASET
ASET LANCAR

ASET TETAP

PIUTANG JANGKA PANJANG

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

 
 

 
 
 
 
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Laporan Keuangan 
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III. LAPORAN OPERASIONAL  
 

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 
LAPORAN OPERASIONAL 

PER 31 DESEMBER 2025 dan 2024 
(dalam satuan Rupiah)  

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Laporan Keuangan 

CATATAN 2025 2024

Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1 2.293.352               2.969.808                 
2.293.352               2.969.808                 

Beban Pegawai D.2 10.235.128.222    8.807.091.567        
Beban Persediaan D.3 18.236.400            16.973.700              
Beban Barang dan Jasa D.4 744.297.830          851.369.695            
Beban Pemeliharaan D.5 417.894.805          462.186.683            
Beban Perjalanan Dinas D.6 5.831.080               22.002.100              
Beban Barang untuk Diserahkan kepada D.7 -                                -                                  
Beban Bantuan Sosial D.8 -                                -                                  
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.9 349.894.606          342.978.279            
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.10 -                                -                                  

11.771.282.943    10.502.602.024      
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN 
OPERASIONAL

(11.768.989.591)  (10.499.632.216)    

D.11
Surplus/ Defisit Pelepasan Aset (8.201.200)             -                                  
Pendapatan Pelepasan Aset 1.638.000               -                                  
Beban Pelepasan Aset 9.839.200               -                                  
Surplus/ Defisit Penyelesaian Kewajiban 
Jangka Panjang -                                -                                  
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka 
Panjang -                                -                                  
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka 
Panjang -                                -                                  
Surplus/ Defisit dari  Kegiatan Non 
Operasional Lainnya 80                             -                                  
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional 
Lainnya 80                             -                                  
Beban dari Kegiatan Non Operasional 
Lainnya 80                             
JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI 
KEGIATAN NON OPERSIONAL

(8.201.120)             -                                  

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (11.777.190.711)  (10.499.632.216)    

D.12
Pendapatan PNBP -                                -                                  
Beban Perjalanan Dinas -                                -                                  
Beban Persediaan -                                -                                  

SURPLUS/DEFISIT LO (11.777.190.711)  (10.499.632.216)    

JUMLAH BEBAN

KEGIATAN NON OPERASIONAL

POS LUAR BIASA

URAIAN
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN  

JUMLAH PENDAPATAN 

BEBAN
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IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
 

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

PER 31 DESEMBER 2025 dan 2024 
(dalam satuan Rupiah)  

 

URAIAN CATATAN 2025 2024
EKUITAS AWAL E.1 48.472.985.255            48.776.150.157   
SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (11.777.190.711)           (10.499.632.216) 

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS E.3 -                                        -                               

          DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
          KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR
          PENYESUAIAN NILAI ASET E.3.2 -                                        -                               
          KOREKSI NILAI PERSEDIAAN E.3.3 -                                        -                               
          SELISIH REVALUASI ASET TETAP E.3.4 -                                        -                               
          KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI E.3.5 -                                        -                               
          KOREKSI LAIN-LAIN E.3.6 -                                        -                               
LAIN-LAIN -                                        -                               
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.4 10.459.756.248            10.196.467.314   

EKUITAS AKHIR E.5 47.155.550.792            48.472.985.255   

E.3.1 -                                        -                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Laporan Keuangan 
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V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
  

A. PENJELASAN UMUM 

 A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama 

Yogyakarta 

Dasar Hukum 
Entitas dan 
Rencana 
Strategis 

Pengadilan Agama Yogyakarta didirikan untuk menerima, 

memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Organisasi 

dan tata kerja entitas diatur dengan UU Nomor 50 Tahun 

2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berada di bawah 

Mahkamah Agung RI. Entitas berkedudukan di Jl. Ipda Tut 

harsono No. 53, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, 

DI Yogyakarta.  

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Agama 

Yogyakarta berkomitmen dengan visi “Terwujudnya 

Pengadilan Agama Yogyakarta yang Agung” Untuk 

mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah 

strategis sebagai berikut: 

1. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian 

Perkara 

2. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin 

dan terpinggirkan 

3. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan 

4. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan 

akuntabel 

5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

6. Terlaksananya Administrasi Kesekretariatan yang tertata 

rapi dan lengkap 

 

 

Pendekatan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan Tahunan Audited Tahun 2025 ini 

merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek 

keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.  
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Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi 

Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun 

yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, 

pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan 

posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian 

Negara/Lembaga. 

 

 A.3 Basis Akuntansi 

Basis 
Akuntansi 

Pengadilan Agama Yogyakarta menerapkan basis akrual 

dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi 

dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis 

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa 

lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, 

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima 

atau dibayarkan. 

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan 

disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis 

akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau 

peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima 

atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan 

Pererintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 

 

 

Dasar 
Pengukuran 

A.4. Dasar Pengukuran 

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk 

mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan 

keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan 

Agama Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian 

Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai 

perolehan historis. 

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya 

ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang 
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diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban 

dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang 

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang 

bersangkutan. 

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata 

uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing 

ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang 

rupiah. 

  

 

Kebijakan 
Akuntansi 

A.5.  Kebijakan Akuntansi 

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan 

Audited Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan 

prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konskuensi, 

aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh 

suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan 

dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan 

yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan 

entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Yogyakarta. Di 

samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan 

kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di 

lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi 

yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan 

Keuangan Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai 

berikut: 

Pendapatan- 
LRA 

(1) Pendapatan-LRA 

 Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas 

Umum Negara (KUN).  

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan 

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah 
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netonya (setelah dikompensasikan dengan 

pengeluaran). 

- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber 

pendapatan. 

Pendapatan 
LO 

(2) Pendapatan-LO 

 Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas 

pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya 

aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus 

pengakuan pendapatan-LO pada Mahkamah Agung adalah 

sebagai berikut: 

a. Pendapatan yang berhubungan dengan tupoksi Peradilan 

diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan 

b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional 

antara nilai dan periode sewa. 

c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya 

surat keputusan denda atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas 

bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan 

tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan 

dengan pengeluaran). 

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber. 

Belanja (3) Belanja 

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. 

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, 

pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban 

atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN), Belanja disajikan menurut 

klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi 

berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan. 
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Beban (4) Beban 

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; 

terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan 

manfaat ekonomi atau potensi jasa, 

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis 

belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan 

organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan 

atas Laporan Keuangan 

Aset 5) Aset 

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan 

Aset Lainnya :  

Aset Lancar a. Aset Lancar 

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai 

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di 

neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank 

Indonesia pada tanggal neraca, 

- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

a. Piutang yang timbul dari Tuntutan 

Perbendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul 

hak yang didukung dengan Surat Keterangan 

Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah 

dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila 

terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih 

dan didukung dengan naskah perjanjian yang 

menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta 

jumlahnya bisa diukur dengan andal, 

c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang 

dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini 

diwujudkan dengan membentuk penyisihan 

piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut 
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didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan 

berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan 

yang dilakukan pemerintah. Perhitungan 

penyisihannya adalah sebagai berikut: 

Kualitas 
Piutang 

Uraian Penyisihan 

Lancar Belum dilakukan 
pelunasan s.d. tanggal 
jatuh tempo 

0,5% 

Kurang 
Lancar 

Satu bulan terhitung 
sejak tanggal Surat 
Tagihan Pertama tidak 
dilakukan pelunasan 

10% 

Diragukan Satu bulan terhitung 
sejak tanggal Surat 
Tagihan Kedua tidak 
dilakukan pelunasan 

50% 

Macet Satu bulan terhitung 
sejak tanggal Surat 
Tagihan Ketiga tidak 
dilakukan pelunasan 

100% 

 

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan 

Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) 

bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian 

Lancar TPA/TGR. 

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil 

inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan 

dengan :  

a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh 

dengan pembelian;  

b. harga standar apabila diperoleh dengan 

memproduksi sendiri; 

c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya 

apabila diperoleh dengan cara lainnya  

 

Aset Tetap b.  Aset Tetap 

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga 

perolehan atau harga wajar 
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- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan 

minimum kapitalisasi sebagai berikut : 

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan 

mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama 

dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta 

rupiah); 

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang 

sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua 

puluh lima juta rupiah; 

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan 

nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, 

diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran 

untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap 

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang 

bercorak kesenian. 

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan 

operasional pemerintah yang disebabkan antara lain 

karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan 

kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak 

berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang 

(RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir 

direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset 

Lainnya. 

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan 

penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat 

ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan di bidang 

pengelolaan BMN/BMD. 

 

Penyusutan 
Aset Tetap 

c. Penyusutan Aset Tetap 

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai 

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan 

manfaat dari suatu aset tetap. 
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- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan  terhadap: 

a. Tanah; 

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan 

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan 

dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak 

berat dan/atau usang yang telah diusulkan 

kepada   Pengelola Barang untuk dilakukan 

penghapusan 

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap 

dilakukan setiap akhir semester tanpa 

memperhitungkan adanya nilai residu. 

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan 

menggunakan metode garis lurus yaitu dengan 

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset 

Tetap secara merata setiap semester selama Masa 

Manfaat. 

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan 

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam 

Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset 

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum 

tabel masa manfaat adalah sebagai berikut: 

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap : 

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat 

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun 

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun 

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5 s.d. 40 tahun 

Aset Tetap Lainnya 4 tahun 
 

 
 
Piutang 
Jangka 
Panjang  

 

d. Piutang Jangka Panjang 

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang 

diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka 
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waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 

pelaporan. 

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan 

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 

dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan 

sebesar nilai yang dapat direalisasikan. 

 

Aset Lainnya e. Aset Lainnya 

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset 

lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. 

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak 

berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh 

tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama 

dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang 

dibatasi penggunaannya, 

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat 

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta 

dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang 

atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya 

termasuk hak atas kekayaan intelektual. 

- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar 

harga perolehan setelah dikurangi akumulasi 

amortisasi. 

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas 

dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa 

nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak 

terbatas tidak dilakukan amortisasi. 

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan 

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 

620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam 

Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset 

Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara 

umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :  
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Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud 

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat 

Software 4 tahun 

Franchise 5 tahun 

Lisensi, Hak Paten Sederhana, 
Merk, Desain Industri, Rahasia 
Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit 
Terpadu 

10 tahun 

Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, 
Paten Biasa, Perlindungan Varietas 
Tanaman Semusim 

20 tahun 

Hak Cipta Karya Seni Terapan, 
Perlindungan Varietas Tanaman 
Tahunan 

25 tahun 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak 
Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak 
Ekonomi Produser Fonogram 

50 tahun 

Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I 70 tahun 

 
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang 

dihentikan dari penggunaan operasional entitas, 

disajikan sebesar harga perolehan dikurangi 

akumulasi penyusutan. 

 
Kewajiban (6) Kewajiban 

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa 

masa lalu yang penyelesaiannya  

- Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan ke dalam 

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka 

panjang. 

a. Kewajiban Jangka Pendek 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban 

jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau 

jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah 

tanggal pelaporan. 

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada 

Pihak ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, 

Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang 

Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. 
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b. Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh 

tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah 

tanggal pelaporan. 

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar 

nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali 

transaksi berlangsung. 

 

Ekuitas  (7) Ekuitas 

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset 

dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan 

lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan 

Perubahan Ekuitas. 

 

 

 

 
Penjelasan 
atas Pos 
Laporan 
Realisasi 
Anggaran 

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI 

ANGGARAN 

Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta memperoleh 

alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar 

Rp.10.491.074.000,-. Selama Tahun 2025, dilakukan revisi 

atas DIPA Awal Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta 

yang disebabkan oleh adanya penyesuaian rencana 

penarikan dana dengan realisasi. 

Adapun perubahan tersebut : 

1. Revisi Ke-01 pada tanggal 10 Januari 2025 dikarenakan 

penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA 

dan perubahan POK yaitu pergeseran akun untuk 

pembayaran tunjangan Hakim dari akun 511124 

Tunjangan Fungsional PNS menjadi 511339 Tunjangan 

Penghasilan Pejabat Negara dan pergeseran akun untuk 

pembayaran PPh 21 dari akun 511125 Tunjangan PPh 

PNS menjadi 511324 PPh Pejabat Negara.  
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2. Revisi Ke-02 pada tanggal 23 Februari 2025 dikarenakan 

penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA 

dan pemblokiran akun 532111, 533121, 521111, 

521114, 521115, 521252, 521811, 522141, 523111, 

523119, 523121, 521211 dikarenakan adanya efisiensi 

anggaran secara nasional.  

3. Revisi Ke-03 pada tanggal 28 Februari 2025 dikarenakan 

penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA 

dan perubahan POK.  

4. Revisi Ke-04 pada tanggal 23 Maret 2025 dikarenakan 

adanya pembukaan blokir efisiensi anggaran akun 

532111, 533121, 521111, 521114, 521115, 521252, 

521811, 522141, 523111, 523119, 523121, 521211.  

5. Revisi Ke-05 pada tanggal 21 April 2025 dikarenakan 

penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA 

dan perubahan POK.  

6. Revisi Ke-06 pada tanggal 26 Juni 2025 dikarenakan 

penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA 

dan perubahan POK.  

7. Revisi Ke-07 pada tanggal 30 Juli 2025 dikarenakan 

pengurangan  Pagu Anggaran belanja barang sebesar 

Rp.38.880.000,- dan penyesuaian rencana penarikan 

dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK. 

8. Revisi Ke-08 pada tanggal 1 September 2025 

dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ 

Halaman III DIPA dan perubahan POK. 

9. Revisi Ke-09 pada tanggal 29 September 2025 

dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ 

Halaman III DIPA dan perubahan POK. 

10. Revisi Ke-10 pada tanggal 3 Oktober 2025 

dikarenakan pengurangan  Pagu Anggaran belanja barang 

sebesar Rp.70.915.000,- dan penyesuaian rencana 

penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK. 
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11. Revisi Ke-11 pada tanggal 14 Oktober 2025 

dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ 

Halaman III DIPA dan perubahan POK. 

12. Revisi Ke-12 pada tanggal 24 Oktober 2025 

dikarenakan pengurangan Pagu Anggaran belanja barang 

berupa perjalanan dinas yang di blokir sebesar 

Rp.8.800.000,- dan penyesuaian rencana penarikan 

dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK. 

13. Revisi Ke-13 pada tanggal 14 November 2025 

dikarenakan penambahan Pagu Anggaran belanja 

pegawai sebesar Rp.777.716.000,- dan penyesuaian 

rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA dan 

perubahan POK. 

14. Revisi Ke-14 pada tanggal 12 Desember 2025 

dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ 

Halaman III DIPA dan perubahan POK. 

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Rincian Perubahan DIPA 
Tahun Anggaran 2025  

(Revisi Ke-14) 
  (dalam Rupiah) 

Uraian 
Tahun Anggaran 2025 

Anggaran Awal 
(Rp.) 

Anggaran Setelah 
Revisi (Rp.) 

Pendapatan   

Pendapatan PNBP 2.970.000 2.970.000 

Jumlah Pendapatan 2.970.000 2.970.000 

Belanja   

Belanja Pegawai 8.310.178.000 9.118.494.000 

Belanja Barang 1.309.635.000 1.172.080.000 

Belanja Modal 200.500.000 200.500.000 

Belanja Bantuan Sosial 0 0 

Jumlah Belanja 9.820.613.000 10.491.074.000 
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Realisasi 
Pendapatan 
Rp.3.931.432,- 

B.1. Pendapatan 

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 

Desember 2025 adalah sebesar Rp.3.931.432,- atau 

mencapai 132,37 persen dari estimasi pendapatan yang 

ditetapkan sebesar Rp.2.970.000,-.  

Berdasarkan Surat Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung 

RI No. 417/BUA.3/KU1.4/III/2025 tanggal 13 Maret 2025 

tentang Perubahan Penggunaan Kodefikasi Segmen Akun 

dalam Penyetoran Sewa Rumah Dinas/ Negara dan Surat 

Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung No. 

424/BUA.3/KU1.1/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 tentang 

Instruksi Perubahan Akun dalam Penyetoran Sewa Rumah 

Dinas/ Negara dimana terjadi perubahan akun penyetoran 

dari akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan 

Bangunan menjadi 425151 Pendapatan Penggunaan Sarana 

dan Prasarana sesuai dengan Tusi mulai dari Januari 2025.  

Pendapatan Satuan Kerja Pengadilan Agama Yogyakarta 

berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa 

Pendapatan Pendapatan Sewa Bangunan dan lain-lain 

dengan rincian sebagai berikut: 

 
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan (dalam Rupiah) 

Uraian 
Tahun Anggaran 2025 

Anggaran Realisasi % 

Pendapatan Sewa 
Tanah, Gedung, dan 
Bangunan 

- - 
- 
 

Pendapatan dari 
Penjualan Peralatan 
dan Mesin 

- 1.638.000 - 

Pendapatan 
Penggunaan Sarana 
dan Prasarana sesuai 
dengan Tusi 

2.970.000 2.293.352 77.22 

Penerimaan Kembali 
Belanja TAYL 

- 80 - 

Jumlah 2.970.000 3.931.432 132.37 
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Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan Audited 

TA 2025 mengalami peningkatan sebesar 32,38 persen 

dibandingkan Tahunan Audited 2024. Hal ini dikarenakan 

adanya pendapatan lain selain dari pendapatan sewa rumah 

dinas, yaitu: 

1. Adanya Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan mesin 

berupa Mesin Antrian, UPS, Kursi Besi/ Metal, lemari 

Kayu, Televisi dan PC sebesar Rp. 1.638.000,- 

2. Adanya Penerimaan Kembali Belanja tahun yang lalu 

berupa pengembalian akun pembulatan akibat 

kekurangan gaji sebesar Rp. 80,- 

 
Perbandingan Realisasi Pendapatan  

Tahunan TA 2025 dan 2024 
(dalam Rupiah) 

Uraian Realisasi 2025 Realisasi 2024 % 

Pendapatan Sewa 
Tanah, Gedung, dan 
Bangunan 

- - - 

Pendapatan dari 
Penjualan Peralatan 
dan Mesin 

1.638.000 - 100 

Pendapatan 
Penggunaan Sarana 
dan Prasarana 
sesuai dengan Tusi 

2.293.352 2.969.808 (13,59) 

Penerimaan Kembali 
Belanja TAYL 80 - 100 

Jumlah 3.931.432 2.969.808 32,38 

 
 

 

 
Realisasi 
Belanja 
Rp.10.380.116.680,- 

B.2. Belanja 

Realisasi Belanja Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta pada 

Tahunan Audited TA 2025 adalah sebesar 

Rp.10.380.116.680,- atau 98,94% dari anggaran belanja 

sebesar Rp.10.491.074.000,-. Rincian anggaran dan 

realisasi belanja Tahunan Audited TA 2025 adalah sebagai 

berikut:  
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Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja  
Tahunan TA 2025 

                                                           (dalam Rupiah) 

Uraian 
Tahun Anggaran 2025 

Anggaran Realisasi % 

Belanja Pegawai 9.118.494.000 9.007.701.382 98,78 

Belanja Barang 1.172.080.000 1.171.927.086 99,99 

Belanja Modal 200.500.000 200.488.540 99,99 

Belanja Bantuan 
Sosial 

- - - 

Total Belanja 
Kotor 

10.491.074.000 10.380.117.008 98,94 

Pengembalian 
Belanja  - 328 - 

Jumlah 10.491.074.000 10.380.116.680 98,94 

 

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 

2025 mengalami peningkatan sebesar 2,14 persen 

dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 

2024. Hal ini disebabkan antara lain: 

1. Meningkatnya Belanja Pegawai sebesar 2,34% 

dikarenakan : 

- Adanya Kenaikan Gaji Berkala (KGB) sebanyak 20 

pegawai mulai Januari s.d Desember 2025 

- Adanya Kenaikan Pangkat (KP) sebanyak 4 pegawai  

dan Kenaikan Pangkat Pengabdian/ Pensiun 

sebanyak 4 pegawai mulai Januari s.d Desember 2025 

- Adanya Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional 

sebanyak 2 pegawai mulai Januari s.d Desember 2025 

- Adanya tambahan CPNS sebanyak 3 pegawai mulai 

Juni 2025 

- Adanya Kenaikan Tunjangan Hakim berdasarkan PP 

44 Tahun 2024 sebanyak 11 pegawai  

- Adanya tambahan PPPK sebanyak 10 pegawai mulai 

September 2025 
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2. Menurunnya Belanja Barang sebesar 13,88% 

dikarenakan : 

- Menurunnya belanja sewa untuk rumah dinas Hakim 

dikarenakan adanya Hakim yang mutasi keluar dan 

pensiun  

- Menurunnya biaya perjalanan dinas akibat adanya 

efisiensi anggaran sehingga 50% dari pagu perjalanan 

dinas yang tidak dapat direalisasikan 

- Berkurangnya pagu anggaran belanja barang yang 

diambil oleh eselon 1 

3. Pada Tahun 2025, Pengadilan Agama Yogyakarta 

mendapatkan anggaran belanja modal sebesar 

Rp.200.500.000,- terdiri dari : 

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 

Rp.138.000.000,- 

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 

Rp.62.500.000,- 

4. Adanya pengembalian belanja sebesar Rp.328,- berupa 

belanja pembulatan gaji. 

 

Perbandingan Realisasi Belanja 
Tahunan TA 2025 dan 2024 

(dalam Rupiah) 
 

Uraian Realisasi 2025 Realisasi 2024 % 

Belanja Pegawai 9.007.701.054 8.801.377.836 2,34 

Belanja Barang 1.171.927.086 1.360.829.286 (13,88) 

Belanja Modal 200.488.540 - 100 

Belanja Bantuan 
Sosial 

- - - 

Jumlah 10.380.116.680 10.162.207.122 2,14 
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Belanja 
Pegawai 
Rp.9.007.701.054,- 

B.3. Belanja Pegawai 

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 

Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar 

Rp.9.007.701.054,- dan Rp. 8.801.377.836,-.  

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik 

dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), 

dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum 

berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah 

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan 

pembentukan modal.  

Realisasi Belanja Pegawai Tahunan Audited TA 2025 

mengalami peningkatan sebesar 2,34% dibandingkan 

dengan Tahunan Audited TA 2024. Hal ini disebabkan 

antara lain oleh : 

- Adanya penyesuaian gaji atas Kenaikan Gaji Berkala 

(KGB) sebanyak 20 pegawai mulai Januari s.d 

Desember 2025 

- Adanya penyesuaian gaji Kenaikan Pangkat (KP) 

sebanyak 4 pegawai  dan Kenaikan Pangkat 

Pengabdian/ Pensiun sebanyak 4 pegawai mulai 

Januari s.d Desember 2025 

- Adanya penyesuaian gaji atas Kenaikan Jenjang 

Jabatan Fungsional sebanyak 2 pegawai mulai Januari 

s.d Desember 2025 

- Adanya tambahan CPNS sebanyak 3 pegawai mulai 

Juni 2025 

- Adanya penyesuaian gaji atas Kenaikan Tunjangan 

Hakim berdasarkan PP 44 Tahun 2024 sebanyak 11 

pegawai  

- Adanya tambahan PPPK sebanyak 10 pegawai mulai 

September 2025 
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Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai 

Tahunan 2025 dan 2024 
(dalam Rupiah) 

Uraian 31 Des 2025 31 Des 2024 % 

 Beban Gaji Pokok PNS 3.111.929.700 3.233.663.720 (3,76) 

 Beban Pembulatan Gaji PNS 39.641 41.007 (3,33) 

 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 216.068.520 222.315.468 (2,81) 

 Beban Tunj. Anak PNS 54.435.828 59.414.128 (8,38) 

 Beban Tunj. Struktural PNS 33.840.000 33.330.000 (1,53) 

 Beban Tunj. Fungsional PNS 152.689.000 4.002.190.000 (96,18) 

 Beban Tunj. PPh PNS 21.261.640 635.718.366 (96,66) 

 Beban Tunj. Beras PNS 132.021.660 135.715.080 (2,72) 

 Beban Uang Makan PNS 416.115.000 443.079.000 (6,09) 

 Beban Tunjangan Umum PNS 40.190.000 36.325.000 10,64 

 Beban Uang Lembur - - - 

 Beban Tunj. PPh Pejabat 

Negara 

736.027.309 - - 

 Beban Tunj. Penghasilan 

Pejabat Negara 

3.920.700.000 - - 

Belanja Gaji Pokok PPPK 114.302.00 - - 

Belanja Pembulatan Gaji PPPK 2.276 - - 

Belanja Tunj. Suami/ Istri 

PPPK 

9.144.160 - - 

Belanja Tunj. Anak PPPK 2.743.248 - - 

Belanja Tunj. Fungsional PPK - - - 

Belanja Tunj. Beras PPPK 8.690.400 - - 

Belanja Uang Makan PPPK 30.201.000 - - 

Belanja Tunj. Umum PPPK 7.300.000 - - 

 Total Belanja Kotor 9.007.701.382 8.801.761.769 2,34 

 Pengembalian Belanja 328 383.933 - 

 Jumlah Belanja 9.007.701.054 8.801.377.836 2,34 

 
Berdasarkan tabel perbandingan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Menurunnya beban Gaji Pokok PNS, beban Pembulatan 

Gaji PNS, beban Tunjangan Suami/ Istri PNS  beban 

Tunjangan Anak PNS, beban Tunjangan Beras PNS, beban 

Uang Makan PNS dikarenakan adanya Mutasi dan 

Pensiun Pegawai (Mutasi Hakim dan Cakim serta Pensiun 
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Hakim) meskipun ada juga beberapa pegawai yang 

mendapatkan Kenaikan Pangkat, KGB dan penambahan 

CPNS. 

2. Menurunnya beban Tunjangan Fungsional PNS sebesar 

96,18% dikarenakan adanya pergeseran pembayaran 

tunjangan jabatan Hakim yang semula pada akun belanja 

Tunj. Fungsional PNS menjadi akun belanja Tunj. 

Penghasilan Pejabat Negara.  

3. Menurunnya beban Tunjangan PPh PNS sebesar 96,66% 

dikarenakan adanya pergeseran pembayaran tunjangan 

PPh Hakim yang semula pada akun belanja Tunj. PPh PNS 

menjadi akun belanja Tunj. PPh Pejabat Negara.  

4. Meningkatnya beban Tunjangan Umum PNS sebesar 

10,64% dikarenakan adanya penambahan CPNS 

sebanyak 3 pegawai.  

5. Adanya penambahan PPPK menyebabkan bertambahnya 

akun belanja PPPK.  

 

 
 
 
Belanja 
Barang 
Rp.1.171.927.086,- 

 

B.4. Belanja Barang 

Realisasi Belanja Barang yang berakhir 31 Desember 2025 

dan 2024 adalah masing-masing sebesar 

Rp.1.171.927.086,- dan Rp.1.360.829.286,-  

Realisasi Belanja Barang Tahunan Audited TA 2025 

mengalami penurunan sebesar 13,88 persen dari Realisasi 

Belanja Barang Tahunan Audited TA 2024. Hal ini 

disebabkan, antara lain: 

1. Berkurangnya pagu anggaran belanja barang operasional 

perkantoran sebesar 11,32% dikarenakan pengangkatan 

PPNPN menjadi PPPK sebanyak 10 orang pegawai sejak 

September 2025  

2. Penurunan belanja jasa sebesar 25,16% dikarenakan 

berkurangnya pagu anggaran belanja sewa untuk sewa 

rumah dinas hakim  
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3. Penurunan belanja perjalanan dinas sebesar 73,5% 

dikarenakan adanya efisiensi anggaran sebesar 50% dari 

total pagu anggarang yang hingga akhir tahun 2025 tidak 

dibuka blokir sehingga tidak dapat direalisasikan. Atas 

sisa pagu tersebut, anggaran diambil kembali oleh MA. 

4. Sebagian akun belanja barang mengalami pengurangan 

pagu anggaran oleh Eseon I di Mahkamah Agung yang 

digunakan untuk penyelesaian pagu minus belanja 

pegawai satker.  

 
Perbandingan Realisasi Belanja Barang 

Tahunan 2025 dan 2024 
(dalam Rupiah) 

Uraian Realisasi 2025 Realisasi 2024 % 

Belanja Barang 
Operasional 

582.268.915 656.607.018 (11,32) 

Belanja Barang Non  
Operasional 

1.000.000 - - 

Belanja Persediaan 29.946.000 35.316.900 (15,21) 

Belanja Jasa 145.367.236 194.249.585 (25,16) 

Belanja 
Pemeliharaan 

407.513.855 452.653.683 (9,97) 

Belanja Perjalanan 
Dinas 

5.831.080 22.002.100 (73,5) 

Jumlah Belanja 
Kotor 

1.171.927.086 1.360.829.286 (13,88) 

Pengembalian 
Belanja Barang 

 
 

- - 

Jumlah Belanja 1.171.927.086 1.360.829.286 (13,88) 
 

 

 

 
Belanja Modal 
Rp.200.488.540,- 

 

B.5. Belanja Modal 

Realisasi Belanja Modal untuk Periode yang berakhir 31 

Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar 

Rp.200.488.540,- dan Rp.0,-.  

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk 

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat 

lebih dari satu periode akuntansi.  
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Pada Tahun 2025, Pengadilan Agama Yogyakarta 

mendapatkan pagu anggaran belanja modal sebesar 

Rp.200.500.000,- dengan rincian sebagai berikut : 

1. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp.138.000.000,- 

2. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 

sebesar Rp.62.500.000,- 

Semester I Tahun 2025, Pengadilan Agama Yogyakarta telah 

menyelenggarakan seluruh pengelolaan belanja modal 

tersebut.  

Perbandingan Realisasi Belanja Modal  
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 

(dalam satuan Rupiah) 
Uraian 31 Des 2025 31 Des 2024 Perubahan 

Rp. % 
Belanja Modal 
Peralatan & Mesin 

137.988.540 - 137.988.540 100 

Belanja Modal 
Penambahan 
Gedung dan 
Bangunan 

62.500.000 - 62.500.000 100 

Total Belanja 
Kotor 

200.488.540 - 200.488.540 100 

Pengembalian 
Belanja 

- - - - 

Jumlah Belanja 200.488.540 - 200.488.540 100 
 

 

 

Belanja Modal 
Tanah Rp.0,- 

 
B.5.1 Belanja Modal Tanah 

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahunan Audited TA 2025 

dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- Hal ini 

disebabkan tidak adanya Belanja Modal Tanah/ Pengadaan 

Tanah pada Pengadilan Agama Yogyakarta dari kurun waktu 

Tahun 2025 dan 2024. 

 
 

Belanja Modal 
Peralatan dan 
Mesin 
Rp.137.988.540,- 

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan 

Audited TA 2025 adalah sebesar Rp.137.988.540,- dimana 

Nilai tersebut mengalami perubahan bila dibandingkan 

dengan realisasi Tahuan Audited TA 2024. Hal ini 

disebabkan oleh tidak adanya pagu anggaran untuk 

pengadaan peralatan dan mesin pada Tahun 2024.  
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Belanja Modal Peralatan dan mesin pada tahun 2025 berupa 

peralatan kantor terdiri dari : CCTV sebanyak 1 Paket; AC 

Split 2 PK sebanyak 5 Unit; AC Split 1 PK sebanyak 6 Unit; 

AC Standing sebanyak 1 Unit. 

 
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Tahunan (Audited)  TA. 2025 dan 2024 
(dalam satuan Rupiah) 

URAIAN REALISASI TA 
2025 

REALISASI TA 
2024 

NAIK 
(TURUN) % 

Laptop - - - 

Peralatan Kantor 137.988.540 - - 

Pengolah Data - - - 

Jumlah Belanja Kotor 137.988.540 - 100 

Pengembalian - - - 

Jumlah 137.988.540 - 100 

 
 

 

Belanja Modal 
Gedung dan 
Bangunan 
Rp.62.500.000,- 

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan 

Audited TA 2025 dan Tahunan Audited TA 2024 adalah 

masing-masing sebesar Rp.62.500.000,- dan Rp.0,- .  

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Yogyakarta 

mendapatkan pagu Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

berupa belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 

yaitu Pengadaan Pintu Otomatis Ruang Sidang sebanyak 2 

Unit. 

 

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
Tahunan (Audited)  TA. 2025 dan 2024 

(dalam satuan Rupiah) 
URAIAN REALISASI TA 

2025 
REALISASI TA 

2024 
NAIK (TURUN) % 

Penambahan nilai 
gedung dan bangunan 

62.500.000 - - 

Jumlah Belanja Kotor 62.500.000 - 100 

Pengembalian - - - 

Jumlah 62.500.000 - 100 
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Belanja Modal 
Jalan, Irigasi 
dan Jaringan 
Rp.0,- 

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahunan 

Audited TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing 

sebesar Rp.0,- Hal ini disebabkan tidak adanya Belanja 

Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Pengadilan Agama 

Yogyakarta dari kurun waktu Tahun 2025 dan 2024.  

 

 
 
Belanja 
Bantuan Sosial 
Rp.0,-  

B.6. Belanja Bantuan Sosial 

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan Audited TA 2025 

dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp.0,-. Satker 

Pengadilan Agama Yogyakarta 401199 (DIPA 01) tidak 

menyelenggarakan pengelolaan belanja bantuan sosial di 

Tahunan Audited Tahun 2025. 

 

 C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 

 
 
Aset Lancar 
Rp.13.851.550,- 

C.1. Aset Lancar 

Jumlah Aset Lancar Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 

Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar 

Rp.13.851.550,- dan Rp.12.522.900,- 

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat 

segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual 

dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. 

 

 
 
 
Kas di 
Bendahara 
Pengeluaran 
Rp.0,- 

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran 

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, 

dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara 

Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ 

Tambahan    Uang    Persediaan (UP/ TUP) yang belum 

dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas 

Negara per tanggal Neraca.  

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama 

Yogyakarta per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing 

adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-  
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Tabel Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
Tahunan TA 2025 dan 2024 

(dalam rupiah) 
Keterangan TA. 2025 TA. 2024 

Kas di Bendahara Pengeluaran 0 0 

Jumlah 0 0 
 

 
 
 
 
 
Kas di 
Bendahara 
Penerimaan 
Rp.0,- 

 

 

C.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan 

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 

2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- yang meliputi 

saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di 

bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang 

sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan 

berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Setiap uang tunai 

yang diterima oleh Bendahara Penerimaan disetorkan 

langsung ke kas negara secara rutin dan berkala dan 

Bendahara Penerimaan tidak memiliki akun rekening di 

Bank. 

 
Tabel Rincian Kas di Bendahara Penerimaan  

Tahunan TA 2025 dan 2024 
(dalam rupiah) 

Keterangan TA. 2025 TA. 2024 

Kas di Bendahara Penerimaan 0 0 

Jumlah 0 0 
 

 
 
 
 
Kas Lainnya 
dan Setara Kas 
Rp.0,- 

 

 

C.1.3. Kas Lainnya dan Setara Kas 

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 

2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- 

 

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara 

pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya 

dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek 

yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan 

atau kurang sejak tanggal pelaporan.  
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Piutang Bukan 
Pajak Rp.0,- 

C.1.4. Piutang Bukan Pajak 

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 

masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- dengan 

rincian sebagai berikut: 

 
Tabel Rincian Piutang Bukan Pajak 

Tahunan TA 2025 dan 2024 
(dalam rupiah) 

Uraian TA. 2025 TA. 2024 

Piutang PNBP 0 0 

Piutang Lainnya 0 0 

Jumlah 0 0 

 

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan 

pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang 

telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau 

serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal 

Neraca. 

 

 
 
 
 
Bagian Lancar 
Tagihan 
Tuntutan 
Perbendaharaan
/ Tuntutan 
Ganti Rugi 
(TP/TGR) 
Rp.0,- 

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ 

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ 

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 

2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. 

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ 

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan Tagihan TP/TGR 

merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam 

waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal 

pelaporan, dengan rincian sebagai berikut : 

 
Tabel Rincian Bagian Lancar TP/TGR  

Tahunan TA 2025 dan 2024 
(dalam rupiah) 

No. Uraian TA. 2025 TA. 2024 

1. Nihil 0 0 

2. Nihil 0 0 

 Jumlah 0 0 
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Bagian Lancar 
Tagihan 
Penjualan 
Angsuran 
Rp.0,- 

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 

31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar 

Rp.0,- dan Rp.0,-. 

Bagian Lancar Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran 

merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam 

waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal 

pelaporan. 

Tabel Rincian Bagian Lancar TP/TGR  
Tahunan TA 2025 dan 2024 

(dalam rupiah) 
No. Uraian TA. 2025 TA. 2024 

1. Nihil 0 0 

2. Nihil 0 0 

 Jumlah 0 0 

  

 
 
 
 
Penyisihan 
Piutang Tidak 
Tertagih – 
Piutang Jk. 
Pendek Rp.0,- 

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang 
Jangka Pendek 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pengadilan Agama 

Yogyakarta per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing 

adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-, yang merupakan estimasi 

atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang 

ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang masing-

masing debitur.  

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan 

kategori piutang per 31 Desember 2025 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel  Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jk. 
Pendek 

(dalam rupiah) 

Kualitas Piutang 
Nilai 

Piutang 
Penyisihan 

Nilai 
Penyisihan 

Piutang Bukan Pajak 

Lancar 0 0 0 

Kurang Lancar 0 0 0 

Diragukan 0 0 0 

Macet 0 0 0 

Jumlah 0 0 0 



 
 

34 
 

Bagian Lancar TP/TGR 

Lancar 0 0 0 

Kurang Lancar 0 0 0 

Diragukan 0 0 0 

Macet 0 0 0 

Jumlah 0 0 0 

Bagian Lancar TPA 

Lancar 0 0 0 

Kurang Lancar 0 0 0 

Diragukan 0 0 0 

Macet 0 0 0 

Jumlah 0 0 0 

Jumlah Penyisihan 
Piutang Tidak Tertagih 

0 0 0 
 

 
 
 
Beban Dibayar 
di Muka 
Rp.0,- 

 
C.1.8. Beban Dibayar di Muka 

Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 

2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.  

Beban Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus 

diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari 

barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang 

atau jasa belum diterima seluruhnya. 

Rincian Beban Dibayar di Muka Pengadilan Agama 

Yogyakarta per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut: 

 
Tabel Rincian Beban Dibayar di Muka 

Tahunan TA 2025 dan 2024 
(dalam rupiah) 

Uraian TA. 2025 TA. 2024 

Nihil 0 0 

Jumlah 0 0 

  

 
 
Pendapatan 
yang Masih 
Harus Diterima 
Rp.0.- 

C.1.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima 

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak 

pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun 

belum diterima tagihannya. 
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Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima Pengadilan 

Agama Yogyakarta per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-

masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- dengan rincian 

sebagai berikut: 

 

Tabel Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus 
Diterima  

Tahunan TA 2025 dan 2024 
(dalam rupiah) 

Jenis TA. 2025 TA. 2024 

Pendapatan  0 0 

Jumlah 0 0 
 

 
 
 
 
Persediaan  
Rp.13.851.550,- 

 

C.1.10. Persediaan 

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung 

kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, 

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat.  

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-

masing adalah sebesar Rp.13.851.550,- dan Rp. 

12.522.900,-  dengan rincian sebagai berikut : 

 
Rincian Persediaan  

Tahunan TA 2025 dan 2024 
(dalam rupiah) 

Persediaan TA. 2025 TA. 2024 

Barang Konsumsi 10.494.300 10.085.900 

Barang untuk Pemeliharaan 3.357.250 2.437.000 

Suku Cadang - - 

Persediaan untuk Diserahkan 

kepada Masyarakat - - 

Persediaan Lainnya - - 

Jumlah 13.851.550 12.522.900 

 
Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada 

dalam kondisi baik.  
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Aset Tetap 
Rp.48.389.246.947,- 

C.2. Aset Tetap 

Saldo Aset Tetap Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 

Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar 

Rp.48.389.246.947,- dan Rp.48.456.782.013,-. 

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan 

operasional entitas.  

Aset Tetap pada Pengadilan Agama Yogyakarta berupa 

Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, 

Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.  

 
 
 
 
Tanah 
Rp.43.029.069.000,- 

C.2.1. Tanah 

Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Yogyakarta per 

31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar 

Rp.43.029.069.000,- dan Rp.43.029.069.000,-. 

Tidak terdapat mutasi / perubahan pada nilai aset tetap 

Tanah.Adapun Rincian Tanah per 31 Desember 2025 sebagai 

berikut : 

Rincian Aset Tanah TA. 2025 dan 2024 
(dalam satuan Rupiah) 

 

N
o. KIB Luas 

(m2) No. Sertifikat Atas Nama Peruntukan Jumlah 

1.  Tanah 
Bangunan 
Rumah 
Dinas 
(KIB.1) 

150 
M2 

13.05.13.04.00818 Pemerintah 
Republik 
Indonesia Cq. 
Mahkamah 
Agung RI 

Rumah 
Dinas 

885.327.000 

2. Tanah 
Bangunan 
Rumah 
Dinas 
(KIB.2) 

775 
M2 

13.05.13.05.01204 Pemerintah 
Republik 
Indonesia Cq. 
Mahkamah 
Agung RI 
 

Rumah 
Dinas 

4.297.675.000 

3. Tanah 
Bangunan 
Gedung 
Kantor  
(KIB. 1) 

1.860 
M2 

13.05.13.02.01077 Pemerintah 
Republik 
Indonesia Cq. 
Mahkamah 
Agung RI 
 

Gedung 
Kantor 

19.233.247.000 

4. Tanah 
Bangunan 
Gedung 
Kantor 
(KIB.2) 

1.800 
M2 

13.05.13.02.01076 Pemerintah 
Republik 
Indonesia Cq. 
Mahkamah 
Agung RI 
 

Gedung 
Kantor 

18.612.820.000 

Jumlah 43.029.069.000 
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Peralatan dan 
Mesin 
Rp.3.888.621.538,- 

C.2.2. Peralatan dan Mesin 

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin 

Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2025 dan 

2024 masing-masing adalah sebesar Rp.3.888.621.538,- dan 

Rp.33.668.761.998,- 

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dijelaskan sebagai 

berikut : 

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 3.668.761.998 

Mutasi Tambah : 

Pembelian 137.988.540 

Hibah Barang 58.006.000 

Transfer Masuk 23.865.000 

Koreksi Tambah  

Mutasi Kurang : 

Penghentian dari penggunaan - 

Saldo per 31 Desember 2025 3.888.621.538 

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 (3.573.618.556) 

Nilai Buku per 31 Desember 2025 315.002.982 

 

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:  

1. Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan mesin sebesar 

Rp.137.988.540,- berupa peralatan kantor terdiri dari :  

Nama Barang Jumlah Unit/ 
Paket 

Nominal 

AC 2 PK 5 59.995.500 
AC 1 PK 6 38.997.630 
AC Standing 1 26.996.310 
CCTV 1 11.999.100 

Total 137.988.540 
 

2. Hibah Langsung berbentuk barang sesuai dengan Berita 

Acara Pengesahan MPHLBJS No.BA-35/KPN.1501/2025 

dan SP3HL-BJS Nomor: 275/SEK.PA.W12-

A1/PL1.2.4/IV/2025 dari PT. Media Sarana Data sebesar 

Rp.58.006.000,- berupa alat pengolah data terdiri dari : 
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Nama Barang Jumlah Unit/ 
Paket Nominal 

Mini PC (Personal Computer 1 2.405.000 
PC (Personal Computer) 2 22.100.000 
Tablet 3 17.355.000 
Televisi 2 16.146.000 

Total 58.006.000 
 

3. Transfer Masuk berupa 1 buah Scanner sebesar 

Rp.23.865.000,- dari Mahkamah Agung RI.  

 
 
 
Gedung dan 
Bangunan 
Rp.6.372.977.000,-  

C.2.3. Gedung dan Bangunan 

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 

masing-masing adalah sebesar Rp.6.372.977.000,- dan 

Rp.6.310.477.000,- . Pada tahun 2025, Pengadilan Agama 

Yogyakarta mendapatkan pagu anggaran belanja Modal 

Penambahan Gedung dan Bangunan berupa Pembuatan 

Pintu Otomatis Ruang sidang sebanyak 2 unit sebesar Rp. 

62.500.000,- .  

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dijelaskan sebagai 

berikut : 

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025 6.310.477.000 

Mutasi Tambah : 0 

Pembelian 62.500.000 

Mutasi Kurang 0 

Saldo per 31 Desember 2025 6.372.977.000 

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025 (1.353.970.514) 

Nilai Buku per 31 Desember 2025 5.019.006.486 

 
 

 
 
Jalan, Irigasi 
dan Jaringan 
Rp.0,- 

 

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 

masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .  

Berdasarkan PMK No.29/PMK.06/2010 tentang 

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara, 

Mahkamah Agung dan satker di bawahnya tidak mengelola 

jalan, irigasi dan jaringan.  
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Aset Tetap 
Lainnya 
Rp.26.168.479,- 

C.2.5. Aset Tetap Lainnya 

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung 

dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap 

Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing 

adalah sebesar Rp.26.168.479,- dan Rp.26.168.479,-. 

Mutasi transaksi terhadap Aset tetap lainnya per 31 

Desember 2025 sebagai berikut : 

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2025 26.168.479 

Mutasi Tambah :  

Pembelian 0 

Transfer Masuk 0 

Mutasi Kurang :  

Penghapusan 0 

Saldo per 31 Desember 2025 26.168.479 

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 31 Desember 2025 0 

Nilai Buku per 31 Desember 2025 26.168.479 

 
Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang untuk Aset 

tetap Lainnya.  

 
 
 
Konstruksi 
Dalam 
Pengerjaan 
Rp.0,- 

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 

2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan 

Rp.0,-. 

 
 
 
Akumulasi 
Penyusutan Aset 
Tetap 
(Rp.4.927.589.070,-) 

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 

2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar 

(Rp.4.927.589.070,-) dan (Rp.4.577.694.464,-) 

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun 

Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian 

atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan 
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kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan 

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).  

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 

2025 adalah sebagai berikut: 

No Aset tetap Nilai Perolehan Akumulasi 
Penyusutan 

Nilai Buku 

1 Peralatan dan 
Mesin 

3.888.621.538 (3.573.618.556) 315.005.982 

2 Gedung dan 
Bangunan 

6.372.977.000 (1.353.970.514) 5.019.006.486 

3 Jalan, Irigasi 
dan Jaringan 

- - - 

4 Aset Tetap 
Lainnya 

26.168.479 - 26.168.479 

Akumulasi 
Penyusutan 

10.287.767.017 (4.927.589.070) 5.360.180.947 
 

 
 
 
Piutang Jangka 
Panjang 
Rp.0,- 

 

C.3. Piutang Jangka Panjang 

Piutang Jangka Panjang Pengadilan Agama Yogyakarta per 

31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar 

Rp.0,- dan Rp.0,-.  

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh 

tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak 

tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang pada Pengadilan 

Agama Yogyakarta merupakan Piutang TP/TGR dan Piutang 

TPA.  

 

 
 
Aset Lainnya 
Rp.0,- 

C.4. Aset Lainnya 

Saldo Aset Lainnya Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 

Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar 

Rp.0,- dan Rp.25.839.200,-. 

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat 

dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset 

Tetap. Aset Lainnya pada Pengadilan Agama Yogyakarta 

terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. 

Mutasi transaksi pengurangan Aset Lainnya berupa : 

1. Dana yang dibatasi penggunaannya yaitu tagihan 

langganan internet bulan Desember 2024 senilai 
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Rp.16.000.000,- yang dibayarkan menggunakan 

mekanisme RPATA setelah berakhirnya masa kontrak di 

31 Desember 2024. Pembayaran telah dilaksanakan pada 

awal Januari 2025.  

2. Penghapusan/ Penjualan Barang Milik Negara berupa 

peralatan dan mesin yang kondisinya sudah rusak berat 

senilai Rp.103.475.500,- . Telah dilaksanakan lelang 

untuk barang-barang tersebut pada bulan Maret 2025. 

 
 
 
Aset Tak 
Berwujud 
Rp.0,- 

C.4.1. Aset Tak Berwujud 

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 

2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan 

Rp.0,- 

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi 

dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud 

fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Yogyakarta 

berupa software yang digunakan untuk menunjang 

operasional kantor.  

 
 
 
 
Aset Lain-Lain 
Rp.0,- 

C.4.2. Aset Lain-lain 

Aset Lain-lain per per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-

masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.103.475.500,- . Aset 

Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada 

dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam 

operasional Pengadilan Agama Yogyakarta. 

Adapun mutasi aset lain-lain per 31 Desember 2025 sebagai 

berikut : 

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024 103.475.500 

Mutasi Tambah :  

Aset yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah - 

Mutasi Kurang :  

Penghapusan 103.475.500 

Saldo per 31 Desember 2024 0 
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Mutasi transaksi pengurangan pada Aset Lain-lain 

merupakan barang milik negara yang berada dalam kondisi 

rusak berat dan telah dilakukan proses penghapusan dan 

lelang barang pada bulan Maret 2025 senilai 

Rp.103.475.500,- dengan rincian sebagai berikut : 

- 1 Unit Lemari Kayu senilai Rp.14.000,- ;  

- 1 Unit Mesin Antrian senilai Rp. 27.496.000,- ; 

- 1 Unit Kursi Besi/ Metal senilai Rp.577.500,- ; 

- 3 Unit Televisi senilai Rp. 28.300.000,- ; 

- 2 Unit UPS senilai Rp. 5.068.000,- ; 

- 4 Unit Personal Computer senilai Rp. 42.020.000,- 

 
 
 
Akumulasi 
Penyusutan dan 
Amortisasi Aset 
Lainnya Rp.0,- 

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya 

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset  Lainnya 

per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah 

sebesar Rp.0,- dan (Rp.93.636.300,-) . 

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 

merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan 

berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai 

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset 

Lainnya. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas 

dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. 

Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas 

tidak dilakukan amortisasi. 

Pada tahun 2025, terjadi pengurangan akumulasi 

penyusutan dan amortisasi aset lainnya dikarenakan telah 

selesainya proses penghapusan BMN.  

 
 
 
Kewajiban 
Jangka Pendek 
Rp.1.247.547.705,- 

C.5. Kewajiban Jangka Pendek 

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang 

pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan 

diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 

waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. 
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Kewajiban Jangka Pendek Pengadilan Agama Yogyakarta per 

31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar 

Rp.1.247.547.705,- dan Rp. 22.158.858,- 

Kewajiban Jangka Pendek terdiri berupa Utang kepada Pihak 

Ketiga sebesar Rp.1.247.547.705,- merupakan : 

1. Belanja Barang yang masih harus dibayar yaitu 

Pembayaran Langganan Telepon bulan Desember 2025 

sebesar Rp.89.750,- 

2. Belanja Barang yang masih harus dibayar yaitu 

Pembayaran Langganan Listrik bulan Desember 2025 

sebesar Rp.14.017.764,- 

3. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar yaitu 

Pembayaran kekurangan Gaji Induk bulan Oktober 2025 

sebesar Rp.40.128.000,- untuk 1 orang Pegawai yang 

sudah Pensiun TMT 1 November 2025.  

4. Belanja Pegawai yang masih harus dibayar yaitu 

Pembayaran kekurangan Gaji Induk bulan Oktober s/d 

Desember 2025 sebesar Rp.1.193.312.191,- sebanyak 8 

orang pegawai 

 
Tabel Rincian Kas Kewajiban Jangka Pendek  

Tahunan 2025 dan 2024 
(dalam rupiah) 

Keterangan TA. 2025 TA. 2024 

Utang kepada Pihak Ketiga 1.247.547.705 22.158.858 

Utang yang belum ditagihkan 0 0 

Uang Muka dari KPPN 0 0 

Jumlah 1.247.547.705 22.158.858 
 

 

 
 
 
Uang Muka dari 
KPPN Rp.0,- 

 

C.5.1. Uang Muka dari KPPN 

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 2024 

masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan 

Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) 

yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih 
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berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada 

tanggal pelaporan. 

Per 31 Desember 2025, bendahara pengeluaran Pengadilan 

Agama Yogyakarta telah melakukan GUP Nihil sehingga saldo 

uang muka dari KPPN menjadi Rp.0,-.  

 

 
 
Utang kepada 
Pihak Ketiga 
Rp.1.247.547.705,- 

C.5.2. Utang kepada Pihak Ketiga 

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 

masing-masing adalah sebesar Rp.1.247.547.705,- dan 

Rp.22.158.858,- . 

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih 

harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera 

diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu 

kurang dari 12 (dua belas bulan). 

Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp.1.247.547.705,- 

merupakan Belanja Pegawai yang masih harus dibayar yaitu 

Pembayaran kekurangan gaji induk bulan Oktober 2025 

sebesar Rp.40.128.000,- ; Belanja Pegawai yang masih harus 

dibayar yaitu Pembayaran kekurangan gaji induk bulan 

Oktober s.d Desember 2025 sebesar Rp.1.193.312.191,- dan 

Belanja Barang yang masih harus dibayar yaitu pembayaran 

langganan telepon bulan Desember 2025 sebesar 

Rp.89.750,- serta pembayaran langganan listrik sebesar 

Rp.14.017.764,- 

 
 
 
 
Pendapatan 
Diterima di 
Muka Rp.0,- 

C.5.3. Pendapatan Diterima di Muka 

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 

2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- 

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang 

sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum 

diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. 

Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut 
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bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu 

kontraknya lebih dari satu tahun. 

 
 
 
Beban yang 
Masih Harus 
Dibayar Rp.0,- 

C.5.4. Beban yang Masih Harus Dibayar 

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025 dan 

2024 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- 

merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang 

pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima 

tagihannya.  

 
 
 
Ekuitas 
Rp.47.155.550.792,- 

C.6. Ekuitas 

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing 

adalah sebesar Rp.47.155.550.792,- dan Rp. 

48.472.985.255,- .  

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang 

merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan 

lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan 

Perubahan Ekuitas. 

 
 

 D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 

 

 
Pendapatan PNBP 
Rp.2.293.352,- 

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 

Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.2.293.352,- dan 

Rp.2.969.808,-. Pendapatan tersebut terdiri dari:  
 

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak  
Tahunan TA 2025 dan 2024 

(dalam Rupiah) 

Uraian 2025 2024 % 

Pendapatan Sewa Gedung, 

Tanah dan Bangunan 
2.293.352 2.969.808 (22,78) 

Jumlah 2.293.352 2.969.808 (22,78) 

 
Saldo Pendapatan PNBP sebesar Rp.2.293.352,- merupakan 

pembayaran sewa rumah dinas bulan Januari-Desember 
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2025. Pembayaran sewa rumah dinas dilaksanakan melalui 

potongan SPM Belanja Pegawai (Gaji Induk) pada  setiap 

bulannya. 

Terdapat penurunan pendapatan PNBP terkait sewa rumah 

dinas dikarenakan pada bulan Juli-September 2025 tidak 

tersewa/ ditempati karena pimpinan Pengadilan Agama 

Yogyakarta promosi dan mutasi jabatan.  

 

 

 
Beban Pegawai  
Rp.10.235.128.222,- 

D.2. Beban Pegawai 

Jumlah Beban Pegawai pada Tahunan Audited Tahun 2025 

dan 2024 adalah masing-masing sebesar 

Rp.10.235.128.222,- dan Rp.8.807.091.567,-.  

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam 

bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan 

peraturan perundang- undangan yang diberikan kepada 

pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang 

dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS 

sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan 

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan 

modal. 

Adapun rincian beban pegawai per 31 Desember 2025 

sebagai berikut : 

URAIAN TH 2025 TH 2024 
NAIK 

(TURUN) 
% 

Beban Gaji Pokok 3.225.479.300 3.234.236.920 (0,27) 
Beban Tunjangan-
tunjangan 

6.563.219.341 5.129.736.705 27,94 

Beban Uang 
Makan 

446.316.000 443.079.000 0,73 

Beban Pembulatan 
Gaji 

41.581 38.942 6,78 

Beban Lembur - - - 
Jumlah Kotor 10.235.128.222 8.807.091.567 16,21 
Pengembalian - - - 

Jumlah 10.235.128.222 8.807.091.567 16,21 
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Beban Pegawai per 31 Desember 2025 mengalami 

peningkatan sebesar 16,21% dibandingkan dengan 31 

Desember 2024. Hal ini dikarenakan tambahan pegawai 

PPPK sebanyak 10 orang dan kenaikan tunjangan hakim 

berdasarkan PP 42 Tahun 2025 sejak Oktober 2025. Selain 

itu juga, adanya pegawai yang terjadwal kenaikan gaji 

berkala dan kenaikan pangkat di tahun 2025.  

Meskipun pada tahun 2024 juga terjadi banyak mutasi 

keluar Pengadilan Agama Yogyakarta baik yang pindah 

satker, pensiun BUP dan pensiun karena meninggal.  

 

 

 
Beban Persediaan  
Rp.18.236.400,- 

D.3. Beban Persediaan 

Jumlah Beban Persediaan pada Tahuan Audited Tahun 2025 

dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.18.236.400,- 

dan Rp.16.973.700,- . 

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat 

konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk 

barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun 

tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahunan 

Audited Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut : 

Rincian Beban Persediaan  
Tahunan TA 2025 dan 2024 

(dalam Rupiah) 
Uraian 2025 2024 % 

Beban Persediaan 

Konsumsi 
18.236.400 16.973.700 7,44 

Beban Persediaan Lainnya 0 0 0 

Jumlah Beban 18.236.400 16.973.700 7,44 

 

Beban persediaan pada Tahunan Audited Tahun 2024 

mengalami kenaikan sebesar 7,44% dibandingkan dengan 

Semester Tahun 2024. Hal ini dikarenakan penggunaan 

persediaan barang konsumsi yang lebih banyak oleh para 

pegawai. 
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Beban Barang dan 
Jasa  
Rp.744.297.830,- 

D.4. Beban Barang dan Jasa 

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahunan Audited Tahun 

2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar 

Rp.744.297.830,- dan Rp.851.369.695,-.  

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa 

berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka 

penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain 

berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi 

belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. 

 
Rincian Beban Barang dan Jasa 

Tahunan TA 2025 dan 2024 
(dalam Rupiah) 

Uraian 2025 2024 % 

Beban keperluan 
Perkantoran 

522.407.415 605.081.747 (13,66) 

Beban Pengiriman Surat 
Dinas 

41.500 268.345 (84,53) 

Beban Honor Operasional 
Satker 

59.820.000 50.400.000 18,69 

Beban Barang 
Operasional Lainnya 

- 856.926 - 

Beban Langganan Telepon 1.131.151 1.122.677 0,75 

Beban Langganan Listrik 14.017.764 - - 

Beban Sewa 144.180.000 193.140.000 (25,35) 

Beban Peralatan dan 
Mesin  - Ekstrakomptabel 

2.400.000 500.000 380 

Beban Bahan 300.000 - - 

Jumlah Beban 744.297.830 851.369.695 (12,58) 

 

Beban barang dan jasa pada Tahunan Audited Tahun 2025 

mengalami penurunan sebanyak 12,58% dibandingkan 

Tahunan Tahun 2025. Hal ini dikarenakan : 

1. Penurunan pagu anggaran Belanja Barang dan Jasa pada 

tahun 2025 
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2. Munculnya beban langganan Listrik dikarenakan 

Pembayaran langganan listrik yang dikembalikan ke 

satker mulai Desember 2025, dibayarkan secara akrual 

3. Bertambahnya beban aset ekstrakomptabel Peralatan 

dan Mesin dikarenakan adanya Hibah Barang yang nilai 

harga satuan barangnya dibawah kapitalis sehingga 

menjadikannya barang ekstrakomptabel/ tidak menjadi 

barang aset 

4. Berkurangnya beban sewa rumah dinas untuk hakim 

dikarenakan adanya Promosi dan Mutasi Keluar Hakim 

Pengadilan Agama Yogyakarta sehingga penggunaan 

sewa rumah dinas menjadi tidak maksimal. 

5. Berkurangnya pengiriman surat dinas via Pos dan 

penggunaan langganan telepon dikarenakan komunikasi 

Pengadilan Agama Yogyakarta sudah bersifat paperless 

dan lebih banyak menggunakan media sosial Pengadilan 

Agama Yogyakarta (Instagram, Facebook, Website) 

maupun chat melalui Aplikasi Whatsaap.  

6. Berkurangnya beban keperluan perkantoran 

dikarenakan adanya pengangkatan PPNPN menjadi PPPk 

sebanyak 10 orang 

7. Munculnya beban bahan yang diperuntukkan untuk 

penjilidan laporan 

 

 

 
Beban 
Pemeliharaan  
Rp.417.894.805,- 

D.5. Beban Pemeliharaan 

Beban Pemeliharaan Tahunan Audited Tahun 2025 dan 2024 

adalah masing-masing sebesar Rp.417.894.805,- dan 

Rp.462.186.683,- .  

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan 

untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang 

sudah ada ke dalam kondisi normal.  
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Rincian Beban Pemeliharaan  
Tahunan TA 2025 dan 2024 

(dalam Rupiah) 

Uraian 2025 2024 % 

Beban Pemeliharaan 
Gedung dan 
Bangunan 

235.548.310 281.681.351 (16,38) 

Beban Pemeliharaan 
Gedung dan 
Bangunan Lainnya 

5.183.000 5.184.000 (0,02) 

Beban Peralatan dan 
Mesin 

166.782.545 165.788.332 0,60 

Beban Persediaan 
bahan untuk 
pemeliharaan 

10.380.950 9.533.000 8,89 

Jumlah Beban 417.894.805 462.186.683 (9,58) 

 

Beban pemeliharaan pada Tahunan Audited Tahun 2025 

mengalami penurunan sebanyak 9,58% dibandingkan 

Tahunan Audited tahun 2024. Hal ini dikarenakan :  

1. Penurunan beban pemeliharaan gedung dan bangunan 

dikarenakan pagu anggaran belanja pemeliharaan yang 

dikurangi dari tahun 2024 

2. Peningkatan beban peralatan dan mesin dikarenakan 

beberapa peralatan dan mesin (computer, laptop, AC, TV 

maupun kendaraan) yang harus dilakukan perbaikan dan 

pemeliharaan diluar jadwal service rutinnya. 

 

 
 
 
Beban Perjalanan 
Dinas 
Rp.5.831.080,- 

 

D.6. Beban Perjalanan Dinas 

Beban Perjalanan Dinas Tahunan Audited Tahun 2025 dan 

2024 adalah masing-masing sebesar Rp.5.831.080,- dan 

Rp.22.022.100,- . Beban tersebut merupakan beban yang 

terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan 

tugas, fungsi, dan jabatan.  
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Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahunan Audited 

Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :  

 
Rincian Beban Perjalanan Dinas  

Tahunan TA 2025 dan 2024 
(dalam Rupiah) 

Uraian 2025 2024 % 

Beban Perjalanan Dinas 

Biasa 
5.831.080 22.002.100 (73,50) 

Beban Perjalanan Dinas 

Dalam Kota  
- - - 

Jumlah Beban 5.831.080 22.002.100 (73,50) 
 

  

Beban Perjalanan Dinas pada Tahunan Audited TA. 2025 

mengalami mengalami penurunan sebesar 73,50 persen 

dibandingkan pada tahunan Audited TA. 2025. Hal ini 

dikarenakan adanya pemblokiran 50% pagu anggaran untuk 

perjalanan dinas dikarenakan kebijakan efisiensi anggaran 

secara nasional. Pemblokiran tersebut sampai akhir tahun 

2025 belum dapat dicairkan/ direalisasikan, sehingga untuk 

nominal tersebut pagu anggaran diambil kembali oleh Eselon 

1 Mahkamah Agung RI.  

 

 

 
 
Beban Barang 
untuk Diserahkan 
Kepada 
Masyarakat Rp.0,- 

D.7. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat 

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 

Tahunan Audited Tahun 2025 dan  2024 adalah masing-

masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Barang untuk 

Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban 

pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada 

masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.  

Dalam hal ini, Satker memberikan bantuan kepada kelompok 

masyarakat dan pengusaha UMKM berupa bantuan 

peralatan dan perlengkapan untuk penerapan akuntansi dan 

pelaporan.  
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Beban Bantuan 
Sosial Rp.0,- 

D.8. Beban Bantuan Sosial 

Beban Bantuan Sosial Tahunan Audited Tahun 2025 dan 

2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- 

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam 

bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk 

menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.  

 
 

 
Beban Penyusutan 
dan Amortisasi 
Rp.349.894.606,- 

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahunan 

Audited Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing 

sebesar Rp.349.894.606,- dan Rp. 342.978.279,- .  

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat 

alokasi  sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat 

disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset 

yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan 

untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk 

Aset Tak berwujud.  

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 

Tahunan Audited Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai 

berikut :  

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Tahunan TA 2025 dan 2024 

(dalam Rupiah) 

Uraian 2025 2024 % 

Beban Penyusutan 

Peralatan dan Mesin 
188.734.206 178.709.873 5,61 

Beban Penyusutan Gedung 

dan Bangunan 
161.160.400 159.348.806 1,14 

Beban Penyusutan Irigasi - - - 

Jumlah Beban 349.894.606 342.978.279 2,02 

 

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahunan Audited 

TA. 2025 mengalami mengalami peningkatan sebesar 2,02 

persen dibandingkan pada TA. 2024. Hal ini dikarenakan 
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adanya peningkatan pada beban penyusutan peralatan dan 

mesin serta beban penyusutan gedung dan bangunan.  

 
 

 
Beban Penyisihan 
Piutang Tidak 
Tertagih Rp.0,- 

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban 

untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam 

suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak 

Tertagih untuk Tahunan Audited Tahun 2025 dan 2024 

adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- . 

 

 

 
Kegiatan Non 
Operasional 
(Rp.8.201.120,-) 

D.11. Kegiatan Non Operasional 

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri 

dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan 

bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Jumlah 

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk 

tahunan Audited Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-

masing sebesar (Rp.8.201.120,-) dan Rp.0,- .  

 
Rincian Kegiatan Non Operasinal  

Tahunan  TA 2025 dan 2024 
(dalam rupiah) 

Uraian 2025 2024 % 

Surplus/ Defisit Pelepasan Aset (8.201.200) - (100) 

Surplus/ Defisit Penyelesaian 
Kewajiban Jangka Panjang 

- - - 

Surplus/ Defisit Kegiatan 
Operasional Lainnya 

80 - 100 

Jumlah Surplus/ Defisit 
Kegiatan Non Operasional (8.201.120) - (100) 

 

Jumlah Defisit kegiatan non operasional meningkat 

dikarenakan adannya defisit pelepasan aset karena 

penghapusan melalui lelang dan adanya pengembalian 

belanja pegawai tahun 2025 karena kekurangan gaji.  
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Pos Luar Biasa 
Rp.0,- 

D.12. Pos Luar Biasa 

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang 

sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan 

berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan 

atau beban dari Pos Luar Biasa untuk Tahunan Audited 

Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- 

dan Rp.0,- . 

 
 

 E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN 

EKUITAS 

 
 
Ekuitas Awal 
Rp.48.472.985.255,- 

E.1. Ekuitas Awal 

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 masing-

masing adalah sebesar Rp.48.472.985.255,- dan 

Rp.48.776.150.157,- 

 
 
 
 
Defisit LO  
(Rp.11.777.190.711,-) 
 

E.2. Surplus/Defisit-LO  

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir 

pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah 

defisit sebesar Rp.11.777.190.711,- dan defisit 

Rp.10.499.632.216,-. Surplus (Defisit) LO merupakan 

penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan 

operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar 

biasa. 

 
 
 
Dampak Kumulatif 
Perubahan Kebijakan 
Akuntansi  
Rp.0,- 

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi  

Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/ 

Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 

Desember 2025 adalah sebesar Rp.0,-. 

 

 
 
Penyesuaian Nilai 
Aset Rp.0.- 

E.4. Penyesuaian Nilai Aset 

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 

pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah 

sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.  
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Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai 

persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir. 

 

 
 
 
Koreksi Nilai 
Persediaan Rp.0,- 

E.4.1. Koreksi Nilai Persediaan 

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai 

persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam 

penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.  

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang 

berakhir pada 31 Desember 2025 masing-masing adalah 

sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- .  

   

 
 
Selisih Revaluasi 
Aset Rp.0,- 

E.4.2. Selisih Revaluasi Aset 

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul 

pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap.  

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir 

pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah 

sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- . 

 

 
 
Koreksi Nilai Aset 
Non Revaluasi 
Rp.0,- 

E.4.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi 

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 

pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah 

sebesar Rp.0.- dan Rp.0,- .  

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan 

aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Sampai 

dengan 31 Desember 2025 tidak terjadi koreksi nilai 

terhadap aset.  

 

 
 
Koreksi Lain-lain 
Rp.0,- 

E.4.4. Koreksi Lain-lain 

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 

Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar 

Rp.0,- dan Rp.0,- .  
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Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang 

Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi 

atas beban, koreksi atas hibah, piutang, dan utang.  

 
 
 
Transaksi Antar 
Entitas 
Rp.10.459.756.248,- 

E.5. Transaksi Antar Entitas 

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 

Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar 

Rp.10.459.756.248,- dan Rp.10.196.467.314,-  

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan 

dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar 

K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian 

Transaksi Antar Entitas terdiri dari: 

 
Transaksi Antar Entitas  

Tahunan TA 2025 
Uraian Nilai 

Diterima dari Entitas Lain (3.931.432) 

Ditagihkan ke Entitas Lain 10.380.116.680 

Transfer Masuk 23.865.000 

Transfer Keluar - 

Pengesahan Hibah Langsung 59.706.000 

Pengesahan Pengembalian Hibah 

Langsung 
- 

Jumlah 10.459.756.248 

  
Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari: 

 E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke 

Entitas Lain (DKEL) 

Diterima  dari   Entitas   Lain/Ditagihkan   ke   Entitas   Lain 

merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan 

belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN).  

Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar 

(Rp.3.931.432.-) sedangkan DKEL sebesar 

Rp.10.380.116.680,- 
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 E.5.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar 

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan 

aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal 

K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. 

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 

sebesar Rp.23.865.000,- yaitu 1 unit scanner. Sedangkan 

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 

sebesar Rp.0,- 

 

 E.5.3. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian 

Pengesahan Hibah Langsung 

Pengesahan  Hibah   Langsung   merupakan   transaksi   atas 

pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, 

maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah 

dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai 

dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.59.706.000,- . 

Adapun Hibah tersebut merupakan hibah perseorangan 

berupa : 

1. Berdasarkan Berita Acara Pengesahan MPHLBJS Nomor : 

BA-35/KPN.1501/2025 tentang persetujuan Hibah 

Langsung bentuk barang berharga dan Surat Perintah 

Pengesahan Hibah Langsung (SP3HL-BJS) No. 

275/SEK.PA.W12-A1/PL1.2.4/IV/2025 tanggal 22 April 

2025 dari PT Media Sarana Data senilai Rp.58.006.000,- 

berupa alat pengolah data dengan rincian : 

 

Nama Barang 
Jumlah Unit/ 

Paket 
Nominal 

Mini PC (Personal Computer 1 2.405.000 

PC (Personal Computer) 2 22.100.000 

Tablet 3 17.355.000 

Televisi 2 16.146.000 

Total 58.006.000 
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2. Berdasarkan Berita Acara Pengesahan MPHLBJS Nomor : 

BA-02/KPN.1501/2026 tentang persetujuan Hibah 

Langsung bentuk barang berharga dan Surat Perintah 

Pengesahan Hibah Langsung (SP3HL-BJS) No. 

789/SEK.PA.W12-A1/PL1.2.4/XII/2025 tanggal 31 

Desember 2025 senilai Rp.1.700.000,- berupa loker besi 4 

pintu sejumlah 2 unit.  

 

 

 
Ekuitas Akhir 
Rp.447.155.550.792,- 

E.5.4. Ekuitas Akhir 

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 

masing-masing adalah sebesar Rp.47.155.550.792,- dan 

Rp.48.472.985.255,- . 

 

 F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA 

 F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca 

Dilakukan Jurnal Manual dikarenakan : 

Adanya Kekurangan Gaji Induk bulan Oktober s.d Desember 

2025 dan akan dibayarkan secara akrual di tahun 2026 

ketika pagu anggaran telah siap. Sehingga, dilakukan jurnal 

manual akun 511339 Belanja Tunjangan Penghasilan 

Pejabat Negara (D) pada akun 212111 Belanja Pegawai yang 

masih harus dibayar sebesar Rp.914.100.000,- 

 

Adanya Kekurangan Gaji Induk bulan Oktober 2025 bagi 1 

orang pegawai yang telah Pensiun TMT 1 November 2025 dan 

akan dibayarkan secara akrual di tahun 2026. Sehingga, 

dilakukan jurnal manual akun 511339 Belanja Tunjangan 

Penghasilan Pejabat Negara (D) pada akun 212111 Belanja 

Pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp.35.200.000,- 

 

 F.2. Rekening Pemerintah  

Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan 

operasional Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan 
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Rekening Virtual sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini, 

yaitu : Penampung DIPA BUA Rekening Virtual pada BRI 

Cabang Katamso Yogyakarta a.n. BPG 030 Satker Pengadilan 

Agama Yogyakarta QQ 01 Nomor : 653244011991000 dengan 

saldo akhir per 31 Desember 2026 sebesar Rp. 0,- 

 

F.3. Revisi DIPA 

Informasi mengenai Revisi DIPA 005.01.2.401199/2025 

sampai dengan bulan Desember 2025 sudah dilakukan 

sebanyak 14 kali, dengan rincian sebagai berikut : 

1. Revisi Ke-01 pada tanggal 10 Januari 2025 dikarenakan 

penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA 

dan perubahan POK yaitu pergeseran akun untuk 

pembayaran tunjangan Hakim dari akun 511124 

Tunjangan Fungsional PNS menjadi 511339 Tunjangan 

Penghasilan Pejabat Negara dan pergeseran akun untuk 

pembayaran PPh 21 dari akun 511125 Tunjangan PPh 

PNS menjadi 511324 PPh Pejabat Negara.  

2. Revisi Ke-02 pada tanggal 23 Februari 2025 dikarenakan 

penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA 

dan pemblokiran akun 532111, 533121, 521111, 

521114, 521115, 521252, 521811, 522141, 523111, 

523119, 523121, 521211 dikarenakan adanya efisiensi 

anggaran secara nasional.  

3. Revisi Ke-03 pada tanggal 28 Februari 2025 dikarenakan 

penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA 

dan perubahan POK.  

4. Revisi Ke-04 pada tanggal 23 Maret 2025 dikarenakan 

adanya pembukaan blokir efisiensi anggaran akun 

532111, 533121, 521111, 521114, 521115, 521252, 

521811, 522141, 523111, 523119, 523121, 521211.  
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5. Revisi Ke-05 pada tanggal 21 April 2025 dikarenakan 

penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA 

dan perubahan POK.  

6. Revisi Ke-06 pada tanggal 26 Juni 2025 dikarenakan 

penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA 

dan perubahan POK.  

7. Revisi Ke-07 pada tanggal 30 Juli 2025 dikarenakan 

pengurangan  Pagu Anggaran belanja barang sebesar 

Rp.38.880.000,- dan penyesuaian rencana penarikan 

dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK. 

8. Revisi Ke-08 pada tanggal 1 September 2025 dikarenakan 

penyesuaian rencana penarikan dana/ Halaman III DIPA 

dan perubahan POK. 

9. Revisi Ke-09 pada tanggal 29 September 2025 

dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ 

Halaman III DIPA dan perubahan POK. 

10. Revisi Ke-10 pada tanggal 3 Oktober 2025 dikarenakan 

pengurangan  Pagu Anggaran belanja barang sebesar 

Rp.70.915.000,- dan penyesuaian rencana penarikan 

dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK. 

11. Revisi Ke-11 pada tanggal 14 Oktober 2025 

dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ 

Halaman III DIPA dan perubahan POK. 

12. Revisi Ke-12 pada tanggal 24 Oktober 2025 

dikarenakan pengurangan Pagu Anggaran belanja barang 

berupa perjalanan dinas yang di blokir sebesar 

Rp.8.800.000,- dan penyesuaian rencana penarikan 

dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK. 

13. Revisi Ke-13 pada tanggal 14 November 2025 

dikarenakan penambahan Pagu Anggaran belanja pegawai 

sebesar Rp.777.716.000,- dan penyesuaian rencana 

penarikan dana/ Halaman III DIPA dan perubahan POK. 
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14. Revisi Ke-14 pada tanggal 12 Desember 2025 

dikarenakan penyesuaian rencana penarikan dana/ 

Halaman III DIPA dan perubahan POK. 

 

F.4. Ralat SPM, SSBP, SSPB 

Dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 terdapat 

ralat sebanyak 7 SPM yang disebabkan sebagai berikut : 

a. Adanya perubahan aturan mengenai akun sewa rumah 

dinas yang sebelumnya akun 425131 Pendapatan Sewa 

Tanah, Gedung dan Bangunan menjadi akun 425151 

Pendapatan Sarana dan Prasarana sesuai Tusi. 

b. Adanya perubahan pembayaran tunjangan Hakim dari 

akun 5111124 Tunjangan Fungsional menjadi akun 

511339 Tunjangan Pejabat Negara, dan akun 5111126 

Tunjangan PPh PNS menjadi akun 511324 Tunjangan 

PPh Pejabat Negara.   

 

F.5 Catatan Penting Lainnya  

1. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah 

Agung RI Nomor 47/SEK/SK.KUI1.1.1/XII/2024 tanggal 

2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa 

Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan 

Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun Anggaran 

2025 menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan 

Agama Yogyakarta dijabat oleh Sekretaris Pengadilan 

Agama Yogyakarta.  

Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna 

Anggaran / Pengguna Barang Pengadilan Agama 

Yogyakarta  

Nomor : 669/SEKPA.W12-A1/SK.KU1.1.1/XII/2024 

tanggal 31 Desember 2024 menunjuk :  
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2. Hal Khusus Menyangkut Program Strategis/ Prioritas 

Nasional/ Program Utama.  

Pengadilan Agama Yogyakarta tidak memiliki Kegiatan 

yang termasuk dalam program Prioritas (PN) Kabinet 

Merah Putih. Yang dikelola oleh DIPA BUA (01) Pengadilan 

Agama Yogyakarta hanya Kegiatan Operasional dan Non 

Operasional Perkantoran yang merupakan kegiatan rutin.  

 

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, Capaian 

Output merupakan salah satu ukuran untuk menilai 

bagaimana setiap anggaran yang dikelola 

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sebagai bentuk 

dari transaparansi akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang 

reliable untuk mengukur perkembangan output belanja 

uang dikelola Satker K/L sehingga dapat diketahui sejauh 

mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai 

sasaran yang ditetapkan. Capaian Rincian Output 

Pengadilan Agama Yogyakarta per 31 Desember 2025 

diambil dari Monev PA Adalah sebagai berikut : 

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran  : Taslim, SH 

Pejabat Pembuat Komitmen : Verawati Widjaya, S.H. 

Pejabat PPSPM  : Muhammad Arief Jauhari,S.A.P.

Bendahara Pengeluaran : Arina Rahmaniar, S.Kom. 

Bendahara Peneriman : Novialita Pitaloka, S.T. 

 

Program/ 
Kegiatan/ Output 

 

Realisasi 
Anggaran 

Presentase 
Realisasi 
Anggaran 

Rencana 
Output 

Realisasi 
Output 

Satuan 
Output 

Presentase 
Capaian 
Output 

WA.6986.EBA.962 
700.000 100 1 1 Laporan 100 

WA.6986.EBA.994 
10.139.847.468 100 1 1 Layanan 100 

WA.1071.EBB.951 
137.988.540 100 1 1 Unit 100 

WA.1071.EBB.971 
62.500.000 100 1 1 Unit 100 

WA.6986.EBD.953 
300.000 100 1 1 Dokumen 100 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAPORAN PENDUKUNG 
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